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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Adalah kewajiban Direksi PT Perkebunan Nusantara VII untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan Perusahaan dan hasil usahanya kepada Pemegang Saham. Untuk menunjang hal 
itu diperlukan transparansi atas setiap aktivitas pengelolaan Perusahaan dan didukung oleh 
adanya pelaporan yang tepat waktu, akurat, rapi dan dapat dijadikan dasar pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keberadaan Auditor 
Internal yang profesional, mandiri dan berperilaku teladan merupakan salah satu syarat untuk 
mencapai tujuan tersebut. 

Agar pelaksanaan audit internal berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat diterima serta 
didukung oleh Unit Operasional di lingkungan Perusahaan, maka diperlukan penetapan 
Internal Audit Charter sebagai pedoman kerja Auditor Internal. 

Isi dari Internal Audit Charter ini mengadopsi Standar Internasional Praktik Profesional  Audit 
Internal (The International Professional Practice Framework (IPPF). 
 

2. Definisi Internal Audit dan Internal Audit Charter 

2.1. Internal Audit 

Internal audit adalah organisasi dalam perusahaan yang independen, melakukan kegiatan 
penjaminan (assurance) dan konsultansi (consulting) secara obyektif untuk memberikan nilai 
tambah dan peningkatan kualitas perusahaan. Internal audit membantu perusahaan dalam 
mencapai tujuan kinerjanya dengan cara-cara yang sistematis serta pendekatan yang 
disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola 
perusahaan (governance), manajemen risiko (risk management) dan pengawasan (control).   

Dalam hal PT Perkebunan Nusantara VII, Internal Audit dinamakan sebagai Satuan 
Pengawasan Internal (SPI). 

Keberadaan organisasi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab serta fungsi dari SPI 
dinyatakan dalam sebuah Piagam yang dinamakan Piagam Internal Audit (Internal Audit 
Charter). 

 

2.2. Internal Audit Charter  

Internal Audit Charter adalah piagam/dokumen formal yang merupakan pengakuan 
eksistensi dan komitmen Direksi PT Perkebunan Nusantara VII atas fungsi Satuan 
Pengawasan Intern (SPI).  

Internal Audit Charter disusun untuk menjadi pedoman bagi para Auditor Internal agar 
dapat melaksanakan tugas secara optimal, serta diketahui oleh Auditee/pihak-pihak lain 
yang terkait agar dapat tercapai saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam 
mewujudkan Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara VII.  

Dengan berpedoman kepada Internal Audit Charter dapat menghasilkan suatu laporan 
audit yang mencapai standar dan kualitas tertentu untuk mendukung aktivitas 
perusahaan. 
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BAB II 

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL 

 

1. Landasan Pembentukan Satuan Pengawasan Internal 

1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara BAB VI, Pasal 
67, Pasal 68 dan Pasal 69. 
Pasal 67: 
1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat 

pengawas intern Perusahaan; 

2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang 
kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

Pasal 68 : 
Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan 
hasil audit atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern. 

Pasal 69 : 
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas 
segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yang dibuat oleh Satuan 
Pengawasan Intern. 
 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan 
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69. 

Pasal 66 : 
1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern; 
2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama. 

Pasal 67 :  
Satuan Pengawasan Intern bertugas: 
a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan 

keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN 
serta memberikan saran-saran perbaikannya; 

b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan 
Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan 

c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 
Pasal 68 : 
1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk 
selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi; 

2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang 
dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern. 

Pasal 69 : 
Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan 
hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 huruf b. 

3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha 
Milik Negara. 
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Pasal 28 
1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern; 
2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:  

a. Membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan  
b. Membuat Piagam Pengawasan Intern. 

3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh 
seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan 
mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas.  

4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:  
a.  Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan 

proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan perusahaan;  

b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, 
operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. 

5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara 
periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; 

6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di 
perusahaan. 

2. Visi dan Misi 

2.1. Visi 
Sebagai bagian dari organ Perusahaan yang profesional, bebas dan mandiri dapat berperan 
membantu Direksi dan Manajemen dalam mengefektifkan fungsi pengawasan dalam hal 
tata kelola perusahaan untuk mencapai kinerja prima perusahaan. 

2.2. Misi 

 Mewujudkan diri menjadi auditor internal yang profesional, bebas dan mandiri di 
bidang pengawasan dan pengendalian; 

 Melaksanakan audit intern di bidang keuangan dan operasional meliputi aspek 
anggaran, Efisiensi, Efektivitas, Ekonomis 3 (E) , administrasi, pelaporan keuangan, 
dan pengamanan aset perusahaan; 

 Melakukan penilaian atas pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta 
mampu memberikan rekomendasi bagi manajemen untuk tindak lanjut yang 
diperlukan dalam mencapai sasaran perusahaan; 

 Menjadi mitra utama/konsultan yang terpercaya bagi Manajemen untuk 
meningkatkan dan melindungi nilai bisnis PTPN VII dengan menyediakan jasa 
penjaminan (assurance), konsultasi (consulting) dan pencerahan (insight) yang objektif 
dan berbasis manajemen risiko. 

3. Tujuan  

Satuan Pengawasan Internal adalah organ independen yang merupakan bagian dari struktur 
pengendalian internal Perusahaan yang berfungsi menguji dan mengevaluasi keandalan dan 
efektivitas sistem pengendalian Perusahaan secara keseluruhan. 

Peran Satuan Pengawasan Intern adalah membantu manajemen dalam mencapai sasaran 
Perusahaan. Untuk itu, Satuan Pengawasan Internal memberikan bantuan berupa analisis, 
penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas Unit Operasional melalui 
Direktur, dengan tujuan : 
a. Menjaga ketaatan terhadap sistem dan prosedur yang berlaku; 
b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya; 
c. Menjaga keamanan aset perusahaan dari pemborosan, pencurian dan kehilangan; 
d. Menjaga ketepatan pembukuan/pelaporan, perhitungan/kalkulasi biaya, analisis ratio 

setiap Unit/Bagian sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku. 
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4. Wewenang dan Tanggung Jawab 

A. Audit Rutin 

1) Wewenang 
Dalam melaksanakan tugasnya, SPI Memiliki kewenangan sebagai berikut : 

1) Melakukan audit pada unit kerja PT Perkebunan Nusantara VII terhadap kesesuaian, 
kewajaran, kelengkapan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan bisnisnya dalam rangka 
mendukung pencapaian tujuan perusahaan; 

2) Memiliki akses penuh, bebas, dan tak terbatas terhadap seluruh personil Direksi/ BoM, 
Bagian, Unit, termasuk dokumen, pencatatan, personil, dan sumber daya Auditee untuk 
memperoleh informasi yang komprehensif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
audit. Hal ini termasuk akses kepada rekanan/calon rekanan penyedia barang dan jasa 
pada PT Perkebunan Nusantara VII maupun anak perusahaan/afiliasi berupa 
konfirmasi dan klarifikasi secara administratif maupun pemeriksaan fisik di lapangan; 

3) Melakukan audit pada anak perusahaan/afiliasi dari PT Perkebunan Nusantara VII 
berdasarkan permintaan Direktur Utama, Pemegang Saham atau Komisaris anak 
perusahaan/afiliasi atau berdasarkan penugasan Direktur PT Perkebunan Nusantara 
VII sesuai kesepakatan antara Manajemen PT Perkebunan Nusantara VII dengan 
Manajemen Anak Perusahaan/Afiliasi, yang pelaksanaan auditnya dilakukan dengan 
berpedoman kepada peraturan yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara VII;  

4) Melakukan audit mendalam terhadap semua kasus/masalah pada setiap aspek dan 
unsur kegiatan yang terjadi pada unit kerja PT Perkebunan Nusantara  VII dan anak 
perusahaan/afiliasi, termasuk pada penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, dan 
perampokan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan; 

5) Menyusun, melaksanakan, dan mengubah kebijakan, sistem, dan prosedur audit 
internal serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan 
eksternal/ internal dan kebutuhan perusahaan sesuai dengan standar dan kode etik 
yang berlaku; 

6) Memberikan saran perbaikan bagi perusahaan dan anak perusahaan/afiliasi baik ketika 
diminta ataupun tidak, atas upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas yang telah 
terjadi maupun risiko yang dapat terjadi dimasa mendatang; 

7) Menggunakan tenaga dan/atau pendapat dari pihak lain di luar SPI atau di luar 
perusahaan atau tenaga ahli jika diperlukan atas persetujuan Direktur. Dalam 
pelaksanaan tugasnya, tenaga yang berasal dari luar SPI mengacu kepada peraturan 
internal PT Perkebunan Nusantara VII; 

8) Melakukan komunikasi/konsultasi secara langsung dan pertemuan secara rutin 
maupun insidentil dengan Direksi/ BoM, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Dewan 
Komisaris; 

9) Mengembangkan kompetensi dan kinerja personil SPI serta mengusulkan kebutuhan 
tenaga sumber daya manusia; 

10) Berkoordinasi, berkolaborasi dan bekerja sama dengan SPI anak perusahaan/afiliasi 
untuk memastikan terlaksananya sistem dan struktur pengendalian intern di 
lingkungan anak perusahaan/afiliasi; 

11) Melaksanakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan auditor eksternal 
berkaitan dengan audit yang dilaksanakan pada perusahaan maupun anak 
perusahaan/afiliasi; 

12) Memberikan saran dan masukkan atas proses seleksi dan rekrutmen untuk personil SPI 
untuk memastikan kompetensi personil yang memenuhi standar terbaik. 

13) Mengalokasikan waktu yang layak dan mendapatkan tempo tanggap yang cepat untuk 
mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga Satuan Pengawasan Intern dapat 
bekerja secara efektif. 
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14) Melaksanakan tugas khusus atas perintah dari Direktur. 

15) Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Pengawasan Internal berwenang memasuki 
semua Bagian/Unit dan aparatnya dalam rangka pelaksanaan fungsinya sesuai garis-
garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur. 

 
2) Tanggung Jawab  

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 
1) Menyusun Program Kerja Tahunan yang memuat PKAT berbasis risiko termasuk 

strategi, kebijakan, anggaran, dan lain-lain dengan berkoordinasi dengan Komite Audit; 
2) Memberikan keyakinan bahwa pertimbangan profesional (professional judgement) 

digunakan dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit; 
3) Menyediakan personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif 

mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai; 
4) Menjaga data dan informasi yang diperoleh selama melaksanakan audit dan tidak boleh 

menggunakan informasi tersebut diluar pelaksanaan audit, kecuali ditentukan lain; 
5) Memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai  

aktivitas yang diperiksa yang dilakukan sesuai dengan standar audit dan standar 
perilaku/kode etik Auditor Internal; 

6) Menyampaikan usulan rekomendasi atas hasil audit untuk kemudian disetujui oleh 
Direktur agar ditindaklanjuti oleh auditee; 

7) Bertanggung jawab atas mutu hasil audit atau penilaian/evaluasi yang dikemukakan 
dalam laporan; 

8) Melakukan koordinasi terkait Program Kerja Audit Tahunan SPI PT Perkebunan 
Nusantara VII dan anak perusahaan/afiliasi dalam pelaksanaan audit pada anak 
perusahaan; 

9) Melaporkan seluruh hasil kegiatan auditnya langsung kepada Direktur dan 
memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris; 

10) Memantau, menganalisa, melaporkan dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut 
rekomendasi audit dan evaluasi rencana tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit yang 
diterbitkan oleh SPI maupun laporan yang diterbitkan oleh Auditor Eksternal pada 
perusahaan maupun anak perusahaan/afiliasi; 

11) Memberikan konsultasi baik atas dasar permintaan manajemen maupun atas dasar 
inisiatif SPI mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan 
efisiensi, manajemen risiko, dan kegiatan lainnya terkait dengan peningkatan kinerja; 

12) Menjaga independensi, integritas dan obyektivitas serta bertindak secara profesional 
seperti yang dipersyaratkan dalam standar profesi termasuk menjamin tidak terdapat 
benturan kepentingan anggota SPI dengan auditee dan kegiatan yang diaudit; 

13) Melakukan koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dan 
Komite Audit, sehingga tujuan audit semua pihak tercapai; 

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur serta bertanggung jawab 
langsung kepada Direktur. 

B. Audit Khusus /Investigasi 

1) Wewenang 
Dalam melaksanakan tugasnya, Audit Khusus memiliki kewenangan sebagai berikut : 
1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman audit Investigatif; 
2) Berkoordinasi dengan tim audit internal perusahaan terkait pemeriksaan awal dan bukti 

permulaan terjadinya dugaan pelanggaran dan fundamental dan fraud; 
3) Dalam pelaksanaan investigasi, tim investigasi wajib menerapkan asas praduga tak 

bersalah; 
4) Berkoordinasi dengan Bagian terkait/Unit terkait/pihak eksternal profesional dalam 

rangka memperkuat keyakinan bahwa benar telah terjadinya tindakan pelanggaran 
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5) Memberikan saran kepada Direktur untuk melakukan penghentian pemeriksaan setelah 
dilakukan pemaparan dihadapan Tim Pembahas atas hasil investigasi yang tidak cukup 
bukti atas kesalahan seorang. 
 

2) Tanggung Jawab 
Dalam melaksanakan tugasnya, Audit Khusus memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Menyusun rencana kerja berikut timeline pra investigasi, proses investigasi, pelaporan dan 
tindak rencana lanjut pasca investigasi; 

2) Mengumpulkan dan mengamankan bukti-bukti terkait objek pemeriksaan investigasi. 
3) Menjaga kerahasiaan dan melindungi karyawan/saksi/para pihak tekait yang telah 

membantu proses investigasi atas suatu tindakan pelanggaran;  
4) Membuat rekomendasi dan melaporkan hasil pendalaman dan pembahasan dimaksud 

kepada Direktur untuk dijadikan pertimbangan dalam proses lebih lanjut; 
5) Mengawal hasil audit investigatif sampai hasil proses pembahasan Tim Pembahas                     

PT Perkebunan Nusantara VII; 
6) Memberikan rekomendasi dari hasil investigasi terkait penyempurnaan sistem kerja               

(Surat Keputusan, Surat Instruksi, Standard Operating Procedure, Surat Edaran, dll) dan 
penyempurnaan organisasi; 

7) Bersama Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal melakukan sosialisasi tentang sistem 
kerja yang direkomendasikan; 

8) Memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur di perusahaan dan membuka 
ruang konsultasi sehingga bentuk pelanggaran serupa tidak lagi terulang atau setidaknya 
dapat diminimalisir; 

9) Mempertanggungjawabkan hasil audit investigatif secara komprehensif dihadapan                 
Tim Pembahas atau Direktur;  

10) Menyelesaikan tugas lain baik bersifat rutin ataupun tugas insidentil yang diberikan oleh 
Direktur atau Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal. 

 
3) Batasan Wewenang dan Tanggung Jawab 

1) SPI memiliki batasan atas wewenang yang dimiliki yaitu hanya sebatas memberikan 
analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas auditee, 
bukan termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas auditee tersebut;  

2) SPI memiliki batasan atas tanggung jawab yang dimiliki yaitu hanya sebatas 
merencanakan dan melaksanakan audit dengan kemahiran profesionalnya sesuai 
dengan ruang lingkup penugasannya untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan 
atas keyakinan mutlak dan tanggung jawab atas semua permasalahan, baik yang 
disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. 

 

5. Tugas  dan Fungsi Auditor Internal  

Auditor Internal bertugas membantu Direktur dalam menilai efektivitas sistem pengendalian 
intern (internal control system) yang pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut : 

1) Tugas : 

1) Melakukan review dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan atau 
penyempurnaan sistem pengendalian intern (SK, SE, SI, SOP, metode kerja, standar 
biaya, sistem dan prosedur); 

2) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen Bagian/ Unit; 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur; 

4) Memberikan laporan/penjelasan hasil audit kepada Dewan Komisaris; 

5) Memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan Manajemen Risiko; 

6) Melaksanakan evaluasi kinerja/operasional perusahaan untuk menilai efektivitas dan 
efisiensi operasi; 
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7) Melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan atas penegasan hasil audit 
untuk memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan secara efektif dan 
efisien; 

8) Memberikan konsultasi dan koordinasi kepada Bagian/Unit di Perusahaan mengenai 
akuntansi dan ketaatan terhadap sistem pengendalian intern; 

9) Menyampaikan laporan secara periodik pelaksanaan tugas dan hasil audit Satuan 
Pengawasan Internal kepada Direktur. 

 

2) Fungsi 
1) Mendorong manajemen dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal 

dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan 
sasaran perusahaan melalui analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada 
semua lini organisasi perusahaan yang dikembangkan secara berkesinambungan; 

2) Menjadi mitra strategis bagi Direksi dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan 
perusahaan, mendorong efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan (internal 
control), meningkatkan pengelolaan risiko (risk management) dan penerapan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance); 

3) Melakukan audit atas efektivitas dan efisiensi kegiatan Perusahaan di bidang 
keuangan, operasional, pengelolaan sumber daya manusia, perilaku karyawan, 
teknologi informasi dan kegiatan lainya untuk memastikan validitas informasi yang 
disajikan serta kepatuhan terhadap sistem dan prosedur yang berlaku di Perusahaan; 

4) Membantu Direksi untuk menciptakan sistem peringatan dini guna mengambil 
tindakan korektif atas penyimpangan yang mungkin akan/atau telah terjadi dan 
memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis 
yang mungkin timbul, peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi, dan hal-
hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 

6. Peran Auditor Internal 

1) Assurance (Pemberian Kepastian/  Jaminan) 

Auditor Internal memberikan kepastian/jaminan atas proses tata kelola (governance), 
pengelolaan risiko dan proses-proses pengendalian PT Pekebunan Nusantara VII. 

2) Consulting (Memberikan Masukan Yang Berguna) 

Auditor Internal memberikan advis (nasihat) yang dibutuhkan auditee, yang sifat dan ruang 
lingkup penugasanya telah disepakati dengan auditee, ditunjukkan untuk menambah nilai 
dan meningkatkan proses tata kelola PT Perkebunan Nusantara VII, manajemen risiko dan 
proses-proses pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari auditee kepada 
auditor.  

3) Insight 
Auditor Internal mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar pelaksanaannya 
efisiensi, efektivitas dan ekonomis. 

4) Foresight 
Auditor Internal mengidentifikasi trend dan tantangan yang akan dihadapi oleh PT 
Perkebunan Nusantara VII, dengan melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi 
Rencana Strategis.  
 

7. Prinsip 

SPI diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1) Integritas, membentuk keyakinan yang merupakan dasar kepercayaan terhadap 

pertimbangan auditor Internal; 
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2) Kompetensi, menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan 
dalam menjalankan audit internal; 

3) Objektivitas, menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam 
memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau 
proses yang diuji; 

4) Kerahasiaan, menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan 
diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, 
kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.  

8. Hubungan SPI dengan Pihak lain 

1) Hubungan SPI dengan Auditee  
Hubungan SPI dengan auditee (Bagian/Unit/Anak Perusahaan/Afiliasi) didasarkan pada 
pelaksanaan penugasan dengan berpedoman pada hal-hal berikut : 

1) Auditee wajib menyediakan waktu untuk menerima Auditor dan menghadiri 
pelaksanaan Audit selama penugasan berlangsung; 

2) Auditee wajib menyampaikan seluruh informasi dan data yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan penugasan audit; 

3) Auditee wajib memberikan tanggapan secara tertulis pada saat pertemuan 
pembahasan temuan hasil audit dan hasilnya akan dituangkan dalam Laporan 
Temuan Audit (LTA), Laporan Hasil Audit (LHA) dan Penegasan; 

4) Auditee wajib menindaklanjuti rekomendasi temuan dalam Penegasan dan 
menyampaikan bukti atas tindak lanjut tersebut kepada Direktur dengan tembusan 
kepada SPI; 

5) Auditor bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang 
disampaikan oleh Auditee; 

6) Auditee dapat meminta SPI untuk melakukan jasa konsultansi; 

7) Auditor dalam menjalankan peran konsultan harus mandiri tidak terlibat dan terbebas 
dari benturan kepentingan dengan aktivitas yang diaudit dan auditee; 

8) Auditor melakukan melakukan jasa konsultasi atas pelaksanaan evaluasi tindak lanjut 
secara periodik; 

9) Auditor wajib memberikan kesempatan kepada Auditee untuk memberikan 
tanggapan atas hasil pelaksanaan audit; 

10) Auditor wajib menyampaikan temuan hasil audit secara tertulis dan dibahas bersama 
Auditee dalam pertemuan pembahasan. 

2) Hubungan SPI dengan Direktur 

Hubungan SPI dengan Direktur merupakan interpretasi dari amanat Peraturan Menteri 
BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 yaitu sebagai berikut: 

1) Direktur mengangkat dan memberhentikan Kepala SPI dengan persetujuan Dewan 
Komisaris (PMK 88/2015 Pasal 42); 

2) Direktur melakukan pengesahan Piagam Internal Audit; 

3) Direktur melakukan pengesahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang disusun 
oleh SPI dalam Program Kerja Tahunan Bagian SPI; 

4) SPI menyampaikan LHA secara periodik kepada Direktur; 

5) Direktur menandatangani surat penegasan Hasil Audit SPI kepada Auditee; 

6) Direktur sesuai kebutuhannya dapat membuat penugasan khusus untuk tujuan 
tertentu kepada SPI yang dilakukan di wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara VII 
dan Anak Perusahaan/Afiliasi. 
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3) Hubungan SPI dengan Direktur/ BoM atau Pemegang Kuasa Direksi 
SPI adalah sebagai mitra Direktur/BoM atau Pemegang Kuasa Direksi dalam bidang 
pengawasan, yang ditunjukkan melalui hal-hal berikut: 

1) SPI mendiskusikan dan berkonsultasi dengan Direktur/BoM atau Pemegang Kuasa 
Direksi berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kegiatan perusahaan baik 
keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran, pendapat, dan perbaikan; 

2) SPI membantu Direktur/BoM atau Pemegang Kuasa Direksi meningkatkan efektivitas 
manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata kelola perusahaan yang baik 
(good corporate governance); 

3) SPI memiliki akses langsung dan tidak dapat dibatasi pada Direktur/BoM atau 
Pemegang Kuasa Direksi sesuai dengan norma etika yang ada; 

4) Direktur/BoM atau Pemegang Kuasa Direksi menggunakan rekomendasi SPI menjadi 
bahan masukan untuk menindaklanjuti perbaikan di perusahaan; 

5) Direktur/BoM atau Pemegang Kuasa Direksi mendukung pelaksanaan tugas SPI baik 
dari sisi anggaran maupun pengembangan SDM SPI; 

6) Direktur/BoM atau Pemegang Kuasa Direksi dapat meminta SPI untuk melakukan 
pemeriksaan atau jasa konsultansi setelah mendapat persetujuan dari Direktur. 

4) Hubungan SPI dengan Dewan Komisaris 
Hubungan SPI dengan Dewan Komisaris dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Komite Audit mereviu Piagam Audit Internal SPI dan memberikan masukan kepada 
Dewan Komisaris untuk disetujui atas Piagam Audit Internal SPI yang baru; 

2) Komite Audit mereviu Program Kerja Audit Tahunan dalam Program Kerja Tahunan 
Bagian SPI sebelum disahkan oleh Dewan Komisaris; 

3) SPI memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif dengan Komite Audit, untuk 
menyamakan persepsi tentang tugas Komite Audit, sehingga mekanisme kerja dapat 
terbentuk dengan baik; 

4) SPI memberikan informasi kepada Dewan Komisaris mengenai perkembangan dan 
keberhasilan audit internal; 

5) SPI menyampaikan LHA dan aktivitas SPI lainnya kepada Dewan Komisaris; 

6) SPI melakukan rapat secara berkala dengan Komite Audit untuk membahas kemajuan 
hasil audit, khususnya yang berkaitan dengan penerapan dari sistem pengendalian 
intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 
governance). 

 

5) Hubungan SPI dengan SPI Anak Perusahaan/ Afiliasi 
Hubungan SPI dengan SPI Anak Perusahaan/ Afiliasi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) SPI PT Perkebunan Nusantara VII merupakan mitra bagi SPI Anak Perusahaan/ 
Afiliasi untuk dapat mengkoordinir berbagai kegiatan pengembangan dan penguatan 
organisasi SPI seperti sinkronisasi program kerja, standarisasi sistem manajemen 
audit, pelatihan dan lain-lain;  

2) SPI Anak Perusahaan/ Afiliasi bertindak sebagai counterpart bagi auditor SPI PT 
Perkebunan Nusantara VII ketika melakukan audit pada anak perusahaan/ afiliasi; 

3) SPI PT Perkebunan Nusantara VII dapat mendampingi SPI Anak Perusahaan/ Afiliasi 
saat pemeriksaan pada anak perusahaan/ afiliasi oleh auditor eksternal atau pada saat 
melakukan koordinasi dengan auditor eksternal; 

4) SPI Anak Perusahaan/ Afiliasi menyerahkan program kerja audit tahunan (PKAT), 
Piagam Internal Audit, Resume dan tindak lanjut LHA, Resume Laporan 
Whistleblowing System (WBS) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal, 
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termasuk perubahan dan perkembangannya pada SPI PT Perkebunan Nusantara VII 
sebagai bahan monitoring.  

6) Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal 
Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat 
Kementerian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) SPI bertindak sebagai counterpart bagi Auditor Eksternal; 

2) SPI berkoordinasi dan bermitra dengan Auditor Eksternal selama pelaksanaan audit 
dan monitoring tindak lanjut hasil audit; 

3) SPI dapat mendampingi Auditee (Bagian/Unit/Kebun/Pabrik/Anak Perusahaan)  
yang sedang diaudit oleh Auditor Eksternal dalam pelaksanaan audit, pembahasan 
temuan, pemberian tanggapan, dan hal-hal lain yang dipandang perlu; 

4) SPI memonitor hasil rekomendasi atas temuan Auditor Eksternal yang belum selesai 
ditindaklanjuti, baik pada perusahaan dan anak perusahaan/afiliasi, dan mendorong 
penanggung jawab kegiatan tersebut untuk segera melaksanakan tindak lanjut dari 
rekomendasi atas temuan tersebut; 

5) SPI memastikan ruang lingkup audit yang dilakukan Auditor Eksternal untuk 
menghindari adanya duplikasi audit dengan SPI. 

 

9. Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Internal 

Struktur dan kedudukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) di dalam PT Perkebunan Nusantara 
VII sebagai berikut:  
1) Struktural 

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Pasal 28 ayat (3), 
bahwa SPI dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada langsung di bawah Direktur. 
Kepala Bagian SPI diangkat oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 
Struktur organisasi SPI ditetapkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 
Perusahaan. 
 

2) Fungsional 
Sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan audit, SPI juga memiliki kedudukan fungsional yang 
dapat dijalankan secara terpisah atau dirangkap yang dapat diubah sesuai dengan 
kebutuhan Perusahaan, dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Penanggung Jawab 

Penanggung Jawab adalah auditor yang memiliki posisi struktural sebagai Kepala 
Bagian SPI atau personil yang ditunjuk oleh Direktur/pemberi tugas berdasarkan 
kompetensi dan pengalamannya untuk bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas 
kegiatan audit. Penanggung Jawab berperan menyetujui dan menandatangani Laporan 
Hasil Audit (LHA) dan menjamin mutu pelaksanaan audit agar sesuai standar dan kode 
etik; 

2. Quality Assurance Audit 
Quality Assurance Audit adalah auditor yang memiliki posisi struktural sebagai Kepala 
Sub Bagian atau personil yang ditunjuk oleh Penanggungjawab berdasarkan 
kompetensi dan pengalamannya untuk melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas 
aktivitas audit internal serta mengidentifikasikan peluang peningkatannya dengan 
melakukan pemantauan berkelanjutan untuk meyakinkan bahwa akivitas audit internal 
dapat memberikan nilai tambah bagi Organisasi. 

3. Ketua Tim Auditor 
Ketua Tim adalah auditor yang memiliki posisi struktural sebagai Kepala Sub Bagian 
atau personil yang ditunjuk oleh Penanggungjawab berdasarkan kompetensi dan 
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pengalamannya yang merupakan pemimpin audit yang mengorganisasi, mengarahkan 
dan mengawasi pemeriksaan lapangan serta memastikan hasil pemeriksaan yang 
akurat, komprehensif dan tepat waktu. Koordinator Tim bertanggung jawab kepada 
Penanggungjawab; 

4. Ketua Tim Auditor (Investigasi) 
Investigator adalah auditor yang melakukan audit investigatif, memiliki posisi 
struktural sebagai Kepala Sub Bagian atau personil yang ditunjuk oleh 
Penanggungjawab berdasarkan kompetensi dan pengalamannya. Tim investigasi 
adalah tim yang dibentuk khusus untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan 
lingkup tertentu, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga 
mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang. 

5. Auditor 
Anggota Tim adalah auditor yang memiliki posisi struktural sebagai staf SPI atau 
personil SPI yang ditunjuk oleh Penanggungjawab untuk melaksanakan audit sesuai 
penugasan dan bertindak sebagai pelaksana pemeriksaan sesuai dengan tugas yang 
diberikan oleh ketua tim untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat dengan 
berpedoman pada prosedur, norma serta pedoman audit yang telah disepakati di 
bawah koordinasi Ketua Tim. 
 

10. Dukungan 

Direktur memberikan dukungan kepada SPI agar dapat menjalankan fungsinya dengan efektif, 
berupa: 

1) Memberikan instruksi kepada Auditee untuk menindaklanjuti temuan audit bersamaan 
dengan penyerahan Laporan Hasil Audit (LHA); 

2) Memberikan sanksi kepada Auditee yang terlambat atau tidak menindaklanjuti temuan 
hasil audit dan tidak bersikap kooperatif selama pelaksanaan audit; 

3) Mendorong peningkatan kapabilitas dan kompetensi unit dan personil SPI serta 
penyediaan sarana/prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan 
tugas SPI. 
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BAB III 

STANDAR AUDIT INTERNAL 

 

1. Umum 

Standar Audit merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja 
auditor dan hasil auditnya dalam pelaksanaan tugas. Standar Audit sangat menekankan tidak 
hanya terhadap pentingnya kualitas profesional auditor tetapi juga terhadap bagaimana auditor 
mengambil pertimbangan dan keputusan saat melakukan audit dan pelaporan. Secara umum, 
standar audit pada PT Perkebunan Nusantara VII mengacu kepada International Professional 
Practices Framework (IPPF) yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).  

Hasil audit yang memenuhi standar akan membantu pelaksanaan tugas Direksi, Manajemen, 
Bagian/Unit yang diaudit dan Eksternal Auditor. 

Standar berikut ini merupakan ketentuan yang harus dipatuhi yang memuat persyaratan :  
1) Profesional Auditor Internal; 
2) Ruang Lingkup kerja audit internal; 
3) Pelaksanaan dan Pelaporan hasil audit internal;  
4) Pengelolaan Satuan Pengawasan Internal di PT Perkebunan Nusantara VII. 

2. Standar Profesional Auditor Internal 
2.1. Standar Independensi 

“Auditor Internal harus mandiri, tidak terlibat dan terbebas dari benturan kepentingan dengan 
aktivitas yang diaudit, namun harus mengetahui dan memahami seluruh aktivitas organisasi 
Perusahaan secara garis besar”. 
1) SPI berada langsung di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 

Semua jajaran dalam perusahaan, unit kerja, dan anak perusahaan berkewajiban untuk 
bekerjasama dengan SPI dalam rangka pelaksanaan audit; 

2) Bersikap independen yaitu dapat melaksanakan tugas auditnya dengan bebas, baik 
sebagai unit kerja maupun secara pribadi sehingga dapat memberikan pendapat 
penting yang tidak memihak dan tidak bias dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan hasil audit; 

3) SPI bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pemeriksaan, dalam 
pelaksanaan audit, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang 
berkepentingan; 

4) SPI tidak terlibat dalam aktivitas sehari-hari atau bertanggung jawab langsung atau 
memiliki kewenangan operasional terhadap kegiatan yang diaudit SPI. Untuk itu, 
personil SPI tidak diperkenankan merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan 
kegiatan operasional baik pada perusahaan maupun anak perusahaan; 

5) SPI tidak diberi tanggung jawab penuh dalam pengembangan suatu sistem baru selain 
dari kebutuhan internal SPI sendiri, kecuali sebagai peran konsultasi (Consulting)  untuk 
memberikan reviu dan pendapatnya atas metode dan standar pengendalian; 

6) Auditor SPI harus memiliki keyakinan yang memadai untuk dapat mengambil 
keputusan secara bebas dan profesional, hasil kerja yang handal dan dapat 
dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga 
dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak; 

7) Jika independensi dan/atau objektivitas auditor terkendala, baik dalam fakta maupun 
penampilan, detail dari kendala tersebut harus diungkapkan kepada Kepala Bagian SPI. 
Kepala Bagian SPI kemudian akan memutuskan apakah kendala tersebut berdampak 
signifikan atau tidak bagi penugasan yang akan dilakukan oleh auditor tersebut dan 
memutuskan apakah auditor tersebut tetap ditugaskan atau tidak; 
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8) Auditor harus menolak penugasan audit atas unit kerja/kegiatan yang pada masa 
sebelumnya pernah menjadi tanggung jawabnya. Objektivitas auditor dianggap 
terkendala apabila melakukan audit atas kegiatan yang pernah menjadi tanggung 
jawabnya pada 1 (satu) tahun sebelumnya. Keputusan atas penolakan melakukan audit 
tersebut diberikan kepada Kepala Bagian SPI dan/atau pemberi tugas dengan 
mempertimbangkan kebutuhan personil, kompetensi auditor, dan lain-lain. Penolakan 
melakukan penugasan dan keputusan; 

9) Pada penugasan audit atas kegiatan yang pada masa sebelumnya menjadi tanggung 
jawab Kepala Bagian SPI saat ini atau unit kerja yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
sebelumnya dipimpin Kepala Bagian SPI saat ini, maka peran fungsional Kepala Bagian 
SPI dalam audit digantikan oleh personil lain. Personil pengganti tersebut dapat berasal 
dari SPI atau unit kerja lain yang memiliki kemampuan dan pengalaman audit yang 
memadai berdasarkan pertimbangan pemberi tugas/Direktur. 

 

2.2. Standar Keahlian 

“Audit Internal harus dilakukan dengan keahlian profesional yang memadai dan 
kecermatan/ketelitian yang seksama”. 
1) Kepala Bagian SPI, Ketua Tim Auditor/Kepala Sub Bagian SPI, Staf Auditor SPI dan 

Staf Administrasi SPI memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal 
dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat yaitu Certified Internal Audit (CIA) 
dan atau Quality Internal Auditor (QIA) dan atau Profesional Internal Audit (PIA); 

2) Supervisi atas pelaksanaan kerja Satuan Pengawasan Internal secara berkelanjutan 
mulai dari perencanaan, audit program, pelaksanaan audit, pelaporan dan pemantauan 
tindak lanjut. Supervisi ini harus dilakukan secara seksama, terdokumentasikan dan 
dapat diuji efektivitasnya oleh pihak pimpinan audit internal; 
Supervisi tersebut mencakup : 
a. Memberikan instruksi secukupnya kepada Auditor Internal pada awal audit dan 

persetujuan program audit; 
b. Melihat apakah program audit telah dilaksanakan/belum; 
c. Apakah kertas kerja audit telah memadai untuk mendukung temuan; 
d. Meyakinkan apakah laporan hasil audit telah akurat, objektif, jelas, ringkas, 

konstruktif dan tepat waktu; 
e. Bukti-bukti audit telah didokumentasikan dengan baik. 

3) Mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan mulai dari Staf Auditor 
SPI, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun ikut serta dalam 
pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi; 

4) Memiliki kemampuan komunikasi lisan dan tertulis yang baik sehingga dapat 
berkomunikasi secara efektif dengan auditee dan pihak-pihak lain maupun manajemen 
Perusahaan, sehingga dapat secara jelas menyampaikan berbagai hal seperti tujuan 
audit, kesimpulan dan rekomendasi; 

5) Memelihara dan meningkatkan kompetensi teknis auditnya melalui pembelajaran baik 
melalui pelatihan, seminar, ataupun buku/periodikal jurnal, sehingga memiliki 
kemampuan dan pengetahuan terkini terkait perkembangan standar, prosedur, dan 
teknik audit, termasuk perkembangan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan 
usaha perusahaan; 

6) Menguasai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. 
7) Auditor Internal harus patuh pada standar profesional audit, kode etik Satuan 

Pengawasan Internal, sebagaimana Internal Audit Charter ini; 
8) Penguasaan atas pengetahun, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang penting yang 

berkaitan dengan tugas audit, termasuk kemampuan menerapkan standar, prosedur 
dan teknik audit serta praktek bisnis yang sehat; 
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9) Keharusan menjaga tingkat kecermatan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan 
penyimpangan, ketidakhematan, ketidakefektifan dan kelemahan pengendalian internal 
dengan melakukan pengujian dan verifikasi yang memadai dan dapat dipertanggung 
jawabkan namun tidak rinci atas seluruh transaksi; 

10) Auditor harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang 
dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan, dan 
konflik kepentingan; 

11) Keharusan menggunakan kemahiran dan kecermatan dengan memperhatikan:             
(1) Cakupan kerja audit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit, (2) tingkat 
materialitas atau signifikansi masalah, (3) tingkat keandalan dan efektivitas 
pengendalian internal, (4) biaya audit dibandingkan dengan potensi keuntungan yang 
diperoleh, dan (5) standar operasi yang ada apakah dapat diterima dipenuhi oleh 
pelaksana. 

3. Standar Ruang Lingkup Kerja Audit Internal 

“Ruang Lingkup kerja Satuan Pengawasan Internal harus mencakup pengujian dan penilaian terhadap 
kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Perusahaan serta kualitas pelaksanaan 
tugas/tanggung jawab”. 
3.1 Tujuan utama sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan adanya: (1) 

keandalan  dan  kebenaran  informasi, (2) kepatuhan  terhadap  kebijakan rencana kerja, 
prosedur dan peraturan perundangan, (3) pengamanan harta kekayaan perusahaan, (4) 
penggunaan sumber daya (resources) yang ekonomis dan efisien, dan (5) pencapaian tujuan 
dan sasaran operasi atau program. 

1) Auditor Internal harus mereviu keandalan dan kebenaran informasi keuangan dan 
operasi perusahaan, serta cara yang dipakai untuk mengidentifikasi, mengukur, 
mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Untuk itu laporan keuangan dan 
operasi Perusahaan harus di uji apakah penyajiannya telah akurat, handal, tepat waktu, 
lengkap dan mengandung informasi yang bermanfaat serta sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum; 

2) Auditor Internal harus mereviu sistem yang dipakai untuk mendapatkan kepastian 
terciptanya kepatuhan kesesuaian terhadap kebijakan, rencana kerja, metode kerja, 
prosedur, dan peraturan perundangan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
operasi dan laporan, dan menilai apakah auditee telah mematuhinya. Untuk itu, 
Auditor Internal harus menilai apakah sistem tersebut telah memadai dan efektif, dan 
menilai apakah auditee mematuhi ketentuan dimaksud; 

3) Auditor Internal harus mereviu berbagai alat yang digunakan untuk pengamanan aset, 
termasuk memeriksa keberadaan aset/harta atau aktiva Perusahaan; 

4) Auditor Internal harus menilai kehematan dan efisiensi pemakaian sumber daya 
Perusahaan; 

Untuk itu, Auditor Internal harus menilai apakah : 
a. Standar operasi telah dibuat untuk mengukur kehematan dan efisiensi; 
b. Standar operasi yang dipakai dipahami auditee dan dapat dicapai; 
c. Penyimpangan terhadap standar operasi dapat diidentifikasi, dianalisis, dan 

dilaporkan kepada para penanggung jawab untuk langkah perbaikan; dan 
d. Langkah perbaikan telah dilakukan auditee. 

Penilaian terhadap kehematan dan efisiensi ini harus dapat mengidentifikasi kondisi ada 
tidaknya pemakaian sarana di bawah standar, kerja non produktif, prosedur atau sistem 
dengan biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan kelebihan/ kekurangan 
tenaga kerja; 
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5) Auditor Internal harus mereviu operasi atau program untuk mendapatkan kepastian 
apakah hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan apakah operasi 
atau program telah dilaksanakan sesuai rencana.  
Untuk itu, Auditor Internal harus: 

a. Mengevaluasi apakah kriteria yang dipakai untuk mengukur tercapai tidaknya 
tujuan dan sasaran Perusahaan telah memadai; 

b. Mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dengan cara 
membandingkan data dan informasi realisasi hasil audit dengan kriterianya; dan 

c. Mengkomunikasikan hasil audit kepada tingkat tertentu pimpinan terkait. 
 

3.2 Ruang lingkup tugas SPI adalah melaksanakan pengawasan secara optimal sehingga 
perusahaan mengarah pada terpenuhinya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
dan pencapaian tujuan perusahaan. Mulai tahun 2021 PKAT ( Program Kerja Audit 
Tahunan) penyusunan dan pelaksanaannya telah berbasis risiko (RBIA), yang mencakup: 
1) Keuangan 

Melakukan audit di bidang keuangan yang mencakup transaksi, perkiraan, kegiatan, 
fungsi, dan pertanggungjawaban keuangan untuk memastikan bahwa: 
a. Auditee telah melaksanakan kegiatan pengendalian yang berhasil guna; 
b. Auditee telah melaksanakan pencatatan dengan tepat atas sumber daya, kewajiban, 

dan operasi perusahaan; 
c. Laporan manajemen telah memuat data yang tepat, benar, lengkap, dapat dipercaya, 

bermanfaat, dan disajikan secara wajar. 

2) Operasional 
Merupakan penelaahan yang sistematis terhadap penggunaan sumber daya ekonomi 
perusahaan, apakah telah dikelola dengan baik, efisien, berdaya dan hasil guna, serta 
menilai pencapaian realisasi yang sebenarnya dibandingkan dengan target yang telah 
ditetapkan. Kegiatan ini bermanfaat dalam hal: 
a. Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan 

keputusan; 
b. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan 

tindakan preventif yang akan diambil; 
c. Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk memperkecil 

pemborosan; 
d. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

3) Kepatuhan (Compliance) 
Audit kepatuhan dilakukan untuk menilai ketaatan dan kesesuaian antara kondisi atau 
pelaksanaan kegiatan dengan SK, SE, SI dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

4) Good Corporate Governance (GCG) 
Evaluasi GCG secara self assessment atau evaluasi yang dilaksanakan oleh internal 
Perusahaan sendiri untuk menilai organ, struktur dan proses GCG yang berjalan di 
perusahaan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu penyempurnaan untuk kemudian 
menyampaikan rekomendasi perbaikan. 

5) Strategi Bisnis Perusahaan 
Mengevaluasi sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan operasi 
yang telah ditetapkan dan konsistensi hasil-hasil yang diperoleh sejalan dengan tujuan 
perusahaan. 

6) Sistem Pengendalian Intern 
Mencakup penilaian terhadap kecukupan, kehandalan, dan efektivitas sistem 
pengendalian intern. 
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7) Konsultasi 
Konsultasi yang dilakukan dengan memberikan nasihat, masukan atau saran kepada 
Manajemen atau penanggung jawab unit atau Bagian, baik atas dasar permintaan 
maupun atas dasar inisiatif SPI untuk hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyempurnaan Sistem Pengendalaian Manajemen dan Manajemen Risiko. 

b. Hambatan dalam pencapaian sasaran perusahaan. 

c. Ketidaklancaran proses koordinasi antar unit kerja atau Bagian. 

d. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. 

8) Audit Khusus/ Tujuan Tertentu (Investigasi)  
Melaksanakan penugasan khusus atau tambahan dengan tujuan tertentu dari Direktur 
dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan relevansi ruang lingkup secara umum. 
Bertujuan untuk memperoleh kejelasan terkait kegiatan dalam pelaksanaan operasional 
perusahaan yang diindikasikan adanya kecurangan atau penyimpangan (fraud) sebagai 
bahan bagi manajemen untuk menetapkan keputusan lebih lanjut.  
Investigator juga melakukan audit atas temuan-temuan berulang serta melakukan 
pendampingan terhadap pengelolaan dana PEN dan PMN. 

 
4. Standar Pelaksanaan Audit dan Pelaporan Hasil Audit 

“Pelaksanaan Audit harus meliputi perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengevaluasian informasi, 
pengkomunikasian hasil, dan penindaklanjutan”. 
4.1. Perencanaan Audit 

Auditor Internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas audit, 
yang harus disetujui dan ditinjau oleh Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal. Kepala 
Bagian Satuan Pengawasan Internal menetapkan program kerja audit dan pelaksanaan tugas 
kewajibannya. Auditor Internal harus merencanakan setiap audit, yang didokumentasikan 
dengan baik, untuk itu hal berikut yang harus dipenuhi : 
1) Rencana harus sejalan dengan Internal Audit Charter dan tujuan perusahaan; 
2) Penyusunan rencana kerja harus meliputi penetapan tujuan, jadwal kerja audit, rencana 

pemakaian Auditor Internal, budget keuangan, dan laporan aktivitas. Tujuan harus 
dapat diselesaikan dalam waktu dan budget tertentu dan dapat diukur berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan dan tanggal yang ditargetkan; 

3) Jadwal kerja audit harus mencakup aktivitas yang diaudit, waktu mulai, dan lamanya 
pelaksanaan audit. Jadwal audit harus cukup fleksible agar kebutuhan yang tidak dapat 
diantisipasi dapat dikerjakan. Mulai tahun 2021 penyusunan jadwal PKAT berdasarkan 
skoring yang terdiri dari Risiko Unit,  KPI Korporat, Jangka Waktu Audit, lain-lain 
seperti Rugi/Laba, jumlah temuan yang berdampak signifikan, utilitas Pabrik, 
Pembelian bahan baku, dan komoditi; 

4) Rencana pemakaian Auditor Internal dan budget keuangan yang diperlukan untuk 
melaksanakan audit harus ditetapkan berdasarkan jadwal kerja audit, aktivitas kantor, 
dan pendidikan/pelatihan yang berjalan; 

5) Menetapkan tujuan dan lingkup kerja audit (periode pembukuan, bidang kegiatan); 
6) Mendapatkan latar belakang informasi kegiatan yang akan diaudit; 
7) Mengkomunikasikan audit dengan pihak terkait, termasuk dengan manajemen aktivitas 

yang akan diaudit; 
8) Melakukan audit pendahuluan (desk audit) tehadap aktivitas yang akan diaudit untuk 

mengenal kegiatannya, pengendalian internal yang ada, dan risiko audit, dengan tujuan 
untuk menetapkan sasaran dan waktu pelaksanaan audit serta hal rawan yang perlu 
pendalaman; 

9) Menyusun audit program yang memuat tujuan dan sasaran audit, prosedur untuk 
mendapatkan, menganalisis, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi selama 
audit, serta langkah penting audit lainnya untuk mencapai sasaran audit pada setiap 
fase audit; 

10) Menetapkan bagaimana, bilamana dan kepada siapa hasil audit dikomunikasikan; 
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11) Mendapatkan persetujuan Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal atas rencana 
audit, sebelum audit dimulai; 

12) Membuat laporan aktivitas Satuan Pengawasan Internal, menjelaskan penyimpangan 
signifikan yang terjadi, sebab dan akibatnya serta langkah perbaikan penting yang telah 
dan tidak dilakukan, harus disampaikan kepada Direktur. 
 

4.2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi  

Auditor Internal pada tahap pelaksanaan audit dan pengevaluasian informasi harus 
mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi tersebut 
untuk mendukung hasil audit. Proses audit dan pengevaluasian informasi itu meliputi : 
1) Mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan tujuan dan lingkup kerja audit, 
2) Mengevaluasi dan menilai apakah informasi tersebut faktual, memadai, kompeten; 

handal, relevan dan berguna untuk dasar penentuan temuan dan rekomendasi audit; 
3) Menyeleksi dan menetapkan prosedur audit yang dipakai, termasuk cara pengujian dan 

sampling; 
4) Mengawasi pelaksanaan audit tersebut untuk memperoleh kepastian bahwa sasaran 

audit dapat dicapai dan dilakukan secara obyektif; dan 
5) Menyusun Kertas Kerja Audit (KKA) yang direviu oleh Ketua Tim Auditor Internal dan 

atau Kepala Bagian  Satuan Pengawasan Internal. 
 

4.3. Penyampaian Hasil Audit  

Auditor Internal harus melaporkan hasil audit yang dilakukan. Laporan tertulis yang 
ditandatangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap audit selesai. Laporan 
sementara dapat dibuat tertulis atau lisan dan disampaikan formal atau informal. Untuk 
mengkomunikasikan hasil audit tersebut hal berikut harus dipenuhi, yaitu : 

1) Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi temuan, kriteria, penyebab dan akibatnya harus 
direviu dan dibicarakan dengan pimpinan auditee beserta staf untuk mencegah salah 
pengertian; 

2) Auditor Internal terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi 
dengan Ketua Tim Auditor Internal dan atau Kepala Bagian Satuan Pengawasan 
Internal sebelum menyelesaikan laporan tertulis; 

3) Laporan Hasil Audit (LHA) harus obyektif (faktual, tidak memihak, bebas dari 
prasangka buruk dan kekeliruan), jelas (mudah dimengerti, logis, menghindari bahasa 
teknis yang tidak perlu), singkat (ke inti masalah, tidak bertele-tele, mengungkapkan 
pikiran secara lengkap dengan sedikit kata-kata), konstruktif (membantu manajemen 
dan auditee ke arah perbaikan); 

4) Laporan Hasil Audit (LHA) harus mengungkap tujuan, lingkup kerja, hasil temuan, dan 
kesimpulan dari fakta  tentang dampak temuan terhadap aktivitas yang direviunya; 

5) Laporan Hasil Audit (LHA) boleh, tidak harus, mengungkapkan rekomendasi 
perbaikan, dan boleh menyatakan kepuasan atas kinerja auditee; 

6) Pandangan/pendapat auditee tentang kesimpulan dan rekomendasi audit, jika berbeda 
dengan Auditor Internal, dapat dimasukkan dalam batang tubuh laporan hasil audit;  

7) Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal harus mereviu dan menyetujui atau 
menolak Laporan Hasil Audit final sebelum menerbitkan dan menyampaikannya 
kepada Direktur; 

8) Laporan Hasil Audit dilengkapi excutive Summary, Intisari Hasil Audit ditandatangani 
oleh Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal dan disampaikan kepada Direktur; 

9) Atas dasar arahan Direktur , selanjutnya diterbitkan Surat Penegasan Hasil Audit. 
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4.4. Tindak Lanjut Hasil Audit.  

Auditor Internal harus melakukan monitoring Laporan Hasil Audit untuk mendapatkan 
kepastian bahwa langkah yang tepat atas temuan audit telah dilakukan. Jika Bagian/Unit, 
mengambil risiko tidak menindak lanjuti saran perbaikan berdasarkan pertimbangan 
tertentu, maka hal itu harus dilaporkan pada Direktur. 

Teknik untuk menyelesaikan tindak lanjut secara efektif adalah: 

1) Mengevaluasi tanggapan manajemen dan pimpinan Bagian/Unit yang diperiksa (auditee) 
atas penegasan hasil audit; 

2) Meminta laporan tindakan perbaikan dari auditee; 
3) Melakukan monitoring atas rencana tindak lanjut (RTL) dan evaluasi atas rencana tindak 

lanjut (ETL); 
4) Rencana Tindak Lanjut (RTL) dibuat 2 (dua) minggu setelah diterimanya surat Penegasan 

Hasil Audit; 
5) Evaluasi atas Rencana Tindak Lanjut (ETL) dibuat 2 (dua) minggu sejak tanggal 

pengiriman RTL dan secara berkala per 3 (tiga) bulan membuat laporan tertulis kepada 
Direktur terkait dengan perkembangan status tindakan koreksi (A: sudah selesai ditindak 
lanjuti, B: belum selesai ditindak lanjuti, C : tidak dapat ditindak lanjuti). 

 
5. Standar Pengelolaan Satuan Pengawasan Internal 

“Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal harus mengelola Satuan Pengawasan Internal secara baik 
dan benar”, agar standar profesional audit dan kode etik audit dapat berjalan sesuai Internal Audit Charter 
ini. 
5.1. Rekrutmen Auditor SPI 

1) SPI harus membuat Rencana Kebutuhan Tenaga Auditor sehingga jumlah tenaga auditor 
mencukupi kebutuhan perusahaan. Kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisa 
beban kerja yang dilakukan oleh Bagian SPI berkoordinasi dengan Bagian SDM; 

2) Dalam rangka memperoleh personil Auditor yang berkualitas dan berkompeten, maka 
penerimaan personil Auditor dilaksanakan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang 
mekanismenya diatur sesuai dengan ketentuan Perusahaan; 

3) Rekrutmen dan seleksi Auditor SPI memperhatikan beberapa kualifikasi yaitu tingkat 
pendidikan, keahlian, kemampuan teknis, kompleksitas tugas dan pengalaman bekerja 
serta mengutamakan personil yang telah memiliki latar belakang pelatihan audit; 
mensyaratkan Auditor yang mempunyai kompetensi bukan staf bermasalah (parkir); 

4) Jika diperlukan, SPI dapat menggunakan personil dari luar perusahaan yang bekerja 
untuk SPI dan mematuhi segala aturan yang terkait dengan pelaksanaan audit oleh SPI. 

5.2. Kebijakan dan Prosedur 
Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal harus membuat kebijakan dan prosedur tertulis 
termasuk SOP Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), untuk pedoman 
pelaksanaan tugas Auditor Internal. Kebijakan/prosedur tidak bertentangan dengan Internal 
Audit Charter ini. 

5.3. Auditor Eksternal dan Komite Audit 
Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal harus berkoordinasi dengan Auditor Eksternal 
dan Komite Audit secara efisien dan efektif untuk memperoleh cakupan audit yang 
memadai dan meminimalkan duplikasi kegiatan. Untuk itu harus ada: 
1) Rapat periodik internal membahas masalah kepentingan bersama seperti rencana audit; 
2) Akses timbal balik terhadap audit program dan kertas kerja masing-masing; 
3) Pertukaran laporan audit dan manajemen letter antar auditor atas persetujuan Direktur; 
4) Persamaan pemahaman tentang teknik, metode dan terminologi audit, jika terdapat 

keseragaman pemakaiannya; 
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6. Investigasi 

Pelaksanaan investigasi bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman serta 
mengumpulkan/melengkapi bukti-bukti yang relevan atas dugaan telah terjadinya suatu 
peristiwa pelanggaran karyawan PT Perkebunan Nusantara VII sehingga dapat ditarik 
kesimpulan apakah benar terjadinya pelanggaran atau sebaliknya tidak ditemukan bukti yang 
cukup telah terjadi pelanggaran. 

Pembuktian dalam audit investigatif yang terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti, teknik 
perolehan bukti, persyaratan bukti (cukup, valid, relevan, kompeten), evaluasi/analisa bukti dan 
dapat dilakukan revisi hipotesa dengan pengerucutan pada modus operandi tindak pelanggaran. 
6.1. Prinsip pelaporan dalam audit investigatif: 

1) Pengungkapan data dan fakta; 
2) Kegunaan informasi dan ketepatan waktu; 
3) Obyektifitas informasi yang disajikan; 
4) Tingkat keyakinan penyajian; 
5) Ringkas, sederhana namun jelas dan lengkap. 

6.2. Substansi laporan audit investigatif: 
1) Dasar penugasan audit; 
2) Objek/kegiatan yang audit; 
3) Data dan Fakta objek yang diaudit; 
4) Pokok Materi Temuan/ Tindakan Pelanggaran Yang Dilakukan; 
5) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan; 
6) Simpulan dan Rekomendasi Sanksi. 

 

7. Jaminan Mutu (Quality Assurance) 

Satuan Pengawasan Internal harus dapat memberikan jaminan yang layak bahwa hasil kerjanya 
telah dilaksanakan sesuai dengan standar, rencana, dan kebijakan/ketentuan lain yang 
diterapkan/disepakati dan melakukan program jaminan kualitas untuk mengevaluasi 
kinerjanya, dengan tujuan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kinerja Satuan 
Pengawasan Internal telah sesuai dengan standar audit charter dan ketentuan lainnya. Program 
Quality Assurance   dilakukan  untuk  menjamin  adanya  proses penyempurnaan kegiatan SPI 
secara berkelanjutan baik penilaian internal maupun eksternal. Untuk itu, SPI menyelenggarakan 
sistem Quality Assurance sebagai berikut: 
7.1. Penjaminan Mutu SPI  

1) Penilaian Internal  

 Supervisi 
Supervisi dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses dan hasil audit telah 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan didukung oleh dokumentasi yang 
memadai. Supervisi akan menjaga objektivitas auditor dalam memberi pendapat, 
kesimpulan dan rekomendasi. Supervisi harus dilakukan dalam tiap tahapan audit 
secara seksama, terdokumentasi, dan dapat diuji oleh pihak yang berkepentingan. 
Supervisi dilaksanakan terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan 
evaluasi, pelaporan, sampai tindak lanjut audit. 
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 Reviu 
Reviu dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas audit dan kepatuhan auditor 
terhadap standar audit, kode etik, kebijakan dan ketentuan yang berlaku lainnya.  
Dalam menjaga kualitas hasil audit, diperlukan kebijakan reviu untuk meyakinkan 
bahwa laporan telah memadai untuk diterbitkan sesuai dengan sasaran pemeriksaan 
yang mencakup: 
1. Reviu Dasar dilakukan, secara terus menerus selama pekerjaan lapangan; 
2. Reviu Lanjutan dilakukan setelah adanya Reviu Dasar.  

 

 Evaluasi Penerapan Internal Auditor Capability Model (IACM) 
SPI melakukan penilaian mandiri (Self Assesment) atau  Assesment oleh BPKP terkait 
Tingkat Kapabilitas SPI bedasarkan Internal Auditor Capability Model (IACM) 2018. 

 
2) Penilaian Eksternal  

Penilaian eksternal dapat dilakukan dari luar organisasi oleh Auditan. Di samping  
proses  penilaian  berjenjang,  Evaluasi  Penjaminan Mutu  SPI  dapat  dilakukan dengan 
meminta opini pihak Auditan atas  pelaksanaan  audit oleh Tim Audit. Permintaan opini 
ini disampaikan oleh Kepala Bagian SPI untuk kemudian  dikirimkan kembali secara 
langsung oleh Auditan kepada Kepala Bagian SPI. 
 

7.2. Laporan Program Assurance dan Peningkatan kualitas 

SPI wajib membuat laporan perkembangan audit secara berkala kepada Direktur dan 
Dewan Komisaris, yang memuat: 
1) Ruang lingkup dan frekuensi, baik penilaian internal dan eksternal; 
2) Kualifikasi dan independensi para penilai dan Tim penilai; 
3) Kesimpulan para penilai dan rencana tindak perbaikan; 
4) Perbandingan Program Kerja Audit Tahunan dengan realisasinya; 
5) Masalah/isu terkait kondisi dan potensi permasalahan pada perusahaan yang dapat 

teridentifikasi oleh SPI; 
6) Perkembangan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan Auditee. 

 
7.3. Pengembangan Profesionalisme, meliputi: 

1) Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal atau internal perusahaan berupa in-
house training; 

2) Program sertifikasi terkait manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata 
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance); 

3) Program pendidikan berkelanjutan, Program sertifikasi Internal Auditor (PIA, QIA, CIA); 
4) Praktek kerja/benchmark, Studi Banding ke perusahaan baik yang memiliki usaha sejenis 

(perkebunan) atau berbeda;  
5) Seminar/lokakarya; 
6) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui media bacaan seperti buku, majalah, 

jurnal dan lain-lain. 
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BAB IV 

KODE ETIK SATUAN PENGAWASAN INTERNAL 

 

1. Umum  

Hasil kerja Satuan Pengawasan Internal sangat bermanfaat bagi pimpinan dan karyawan untuk 
meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Hasil itu akan dapat dipakai dengan 
penuh keyakinan, jika pemakai jasa tahu dan mengakui tingkat profesionalisme Auditor 
Internal yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya standar 
perilaku yang menuntut disiplin diri auditor yang melebihi tuntutan, peraturan perundangan, 
yaitu kode etik. Kode etik mengatur prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya 
memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Pelanggaran terhadap 
kode etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas 
Auditor Internal dan atau sebagai karyawan di perusahaan. 
 

2. Standar Perilaku 

Auditor SPI wajib memiliki Kode Etik sebagai berikut:  
2.1. Integritas, yaitu perilaku yang membentuk keyakinan auditor dalam memberikan 

kesimpulan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan 
profesional auditor, ditunjukkan dengan hal-hal berikut: 
1) Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif, dan cermat dalam melaksanakan tugas dan  

tanggung jawabnya. 
2) Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum maupun 

profesi; 
3) Tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal apapun atau melakukan 

kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor dan perusahaan; 
4) Menghormati dan memberikan kontribusi bagi tujuan yang sah dan etis bagi 

perusahaan; 
5) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung 

maupun tidak langsung, termasuk dari auditee, client, customer, pemasok, rekanan, dan 
atau pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yang mengganggu dan atau patut 
diduga dapat mengganggu pertimbangan profesional auditor. 
 

2.2. Objektivitas, yaitu perilaku yang menunjukkan tindakan tidak memihak secara 
profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan 
mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas yang diuji. Auditor melakukan penilaian 
yang seimbang dan adil (balance and fair) atas segala hal yang relevan dan tidak 
terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberi pertimbangan. 
Sikap ini ditunjukkan dengan hal-hal berikut: 

1) Menghindari aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau yang 
mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban secara objektif. 

2) Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta 
material yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan 
dan atau dapat melanggar hukum. 
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2.3. Kerahasiaan, yaitu perilaku yang menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang 
diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, 
kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi. Sikap ini ditunjukkan dengan hal-hal berikut: 
1) Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama 

melaksanakan tugasnya; 
2) Tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh untuk mencari keuntungan 

pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan 
tujuan perusahaan dengan alasan apapun; 

3) Harus menjaga kerahasiaan informasi hasil audit kepada pihak-pihak yang tidak 
berkepentingan baik dalam Perusahaan maupun luar Perusahaan. 
 

2.4. Kompetensi, yaitu perilaku yang mengutamakan pengetahuan, kecakapan, dan 
pengalaman yang diperlukan dalam melakukan audit, yang ditunjukkan dengan hal-hal 
berikut: 
1) Harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan 

tugasnya serta wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan; 
2) Menjalankan penugasan sesuai dengan standar praktik profesional audit internal. 

 
Kepatuhan terhadap Kode Etik dimonitor oleh masing-masing atasan auditor secara berjenjang. 
Auditor yang terbukti melanggar Kode Etik dalam pelaksanaan tugas audit akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan. 
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